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BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

Menimbang : a. hahwa dalam rangka menumbuh
kembangkan ekonomi ' masyarakat melallui
kesempatan berusaha dengan melahri inovalisi—
inovasi  teknologi tepat guna dalam

pengelolaan sumber daya alam,; i

b. bahwa untuk ménmdaklajti ketentua Pasal 25
Peraturan Menteri Desa, Pembagunan Daerah
Tertinggal dan  Transmigrasi Repul:lﬂik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang
Pengembangan dan Pencrapan 'I‘ek:nologl
Tepatr Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya
Alam, perlu dibentuk Pos Pelayanan Teknologi
Tepat Guna antar Desa yang berkedudukan di
Kecamatan dan pos pelayanan tepat gtima

yang berkedudukan di Desa; [



o

Mengingat

bahwa .  berdasrkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis
Pengembangan .dan Penerapan Teknologi
Tepat Guna Dalam Pr;ngelolaan Sumber Daya

Alam.

Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Perafuran Perundang-
undangan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234); sebagaimana tel._:lah
diubah dengan Undang undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undarig—
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang—
undangan (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6389);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur |di
Provinsi Sulawesi Tenggara {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23

Tambahan Lembaran Negara Repubhk

Indonesia Nomar 5401);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan LembaraI} .
Negara Republik Indonesia Nomorl' 5495);
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016
tentang Hak Paten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 17l6,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5922);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Normor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005
tentang Alih Teknologi Kekayaan Inteleku!m]
serta  Hasil Kegiatan Penelitian dan
Pengembangan oleh Pergurnan Tinggi d:an
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia TahL.m
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4737); }'

|
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 -

tentang Peraturan Pelaksanaan Unda1|1g—
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara f{epublik Indonesia Nomor 5539j,
sebagaimana telah telah diubah beberapa kali
yang terakhir Peraturan Pemerint.:;\h Nomorill
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Aita.s
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10.

11.

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desla,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 41, Tammbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558},
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2016 Peraturan Pemerintah tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dialln
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia NOITILOI'
5864); | -

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawas'an
Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaﬁan
Negara Republik Indonesia Tahun 20;17
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor |80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (B erita Acara N egarall Repu‘t?lik |
Indonesia Tahun 2015 Nomor 183)

sebagaimana telah diubah dengan Peratﬁtl‘an

— - " omw P ] .-
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Menetapkan

12.

tentang perubahan Atas Peraturan Mente‘ri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentarllg
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor
23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan
Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam
Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita
Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nosmor 1810); '

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENERA.PAlN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud

dengan:

1.
2,
3.

BAB I
KETENTUAN UMUM - -
Pasal 1 i!

Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintah yang menjadi kewenangan daerfah
otonom. ,
Desa adalah desa dan desa adat atau yar{g
disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut Desa, adalah kesatuan masyaIaJ:(at
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10.

berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepenti.ngén
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
radisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan dan Kkepentingan
masyarakat  setempat  dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.
Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu
perangkat desa sebagai unsur

penyelenggaraan pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya
disingkat BPD adalah lembaga ya1!'1g
melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk
Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

Kecamatan adalah wilayah k;erja Camat
sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kola_}lm
Timur dan atau sebagal pelaksana tek:l?is
kewilayahan yang mempunyai wilayah kef‘ja
tertentu dan dipimpin oleh Camat. ‘
Sumber daya alam adalah semua benda, daya,
keadaan, fungsi alam, dan maldllﬁk hidL{p,
yang merupakan hasil proses alamigh, baik
hayati maupun nonhayati, terbarukan
maupun tidak terbarukan. !
Teknologi Tepat Guna yang selanjutn‘yé
disebut TTG adalah teknologi yang sesul.a.i
dengan kebutuhan masyarakat, dapa't

menjawab permasalahan masyarakat, tidlak



11.

12.

13.

14.

15,

16.

17.

-7
dipelihara oleh masyarakat secara mudah,
serta menghasilkan nilai tambah dari aspék
ekonomi dan aspek lingkungan. '
Inovasi TTG aldalah kegiatan penelitian,
pengembangan, dan/atau perekayasaan yang
bertujuan mengembangkan penerapan praktis
nilai dan konteks ilmu pengetahuan baruy,
atau cara baru untuk menerapkan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke
dalam produk atau proses produksi.
Pengembangan TTG adalah suatu cara,
proses, perbuatan atau upaya untuk
pemanfaatan TTG secara berkelanjutan.
Penerapan TTG adalah pemanfaatan hasil
penelitian, pengembangan, dan/atau ih'nu
pengetahuan dan teknologi yang telah adal ke
dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta
difusi teknologi. !

Pemetaan TTG adalah suatu proses terpadu
yang mencakup pengumpulan, pengolal:llan
dan visualisasi data spasial (keruangan) serta
data pendukung lainnya gl:ma
mernggambarkan suatu kondisi/keadaan TTG.
Penelusuran TTG adalah proses, crllré.,
perbuatan  menelaah untuk mencari,
menyeleksi, dan memilih 'TTG yang
diperlukan. |

Pengkajian TTG adalah pi'oses, cara,
perbuatan mengkaji, penyelidikan, pelajaran
yang mendalam dan penelaahan terhadap
TTG. _
Pendokumentasian adalah Lkegiatan atau
proses pekerjaan mencatat atau merelllcaim
suatu peristiwa dan objek atau aktifitas 3113._1'1g
dianggap berhargsa dan penting ?utau



18.

19,

20.

21.

22,

23.

24,

dokumen baru tentang pengetahuan dalélm
arti vang luas sebagai hasil kegiatan manusia
dan untuk keperluan itu mengumpulkan dan
menyusun keterahgan-keterangan.

Pemasaran adalah proses, cara, perbuatan
memasarkan suatu barang dagangan atau
perihal menyebarluaskan ke masyarakat.
Pelindungan TTG adalah proses, cara,.
perbuatan melindungi invensi TIG yang
diciptakan oleh masyarakat.

Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya
disebut HKI adalah hak memperoleh
pelindungan secara hukum atas kekayaan
intelektual  sesual  dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna
selanjutnya  disebut Posyantek adalfah
lembaga pelayanan, TT'G antardesa yang
berkedudukan di kecamatan ‘ye|1ng
memberikan pelayanan teknis, informasi dan
orientasi berbagai jenis TTG.
Warung Teknologi Tepat Guna (Wartiek)
selanjutnya diganti penyebutanya menjadi Pos

Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa.

Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna thesa
selanjutnya disebut Posyantek desa adalah
lembaga pelayanan TTG di desa ys%mg
memberikan pelayanan teknis, informasi dan
orientasi berbagai jenis TTG.

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya
disebut BUMDesa, adalah badan usaha ye%ng
seluruh atau schagian besar 'modm%lfa

E
dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara

langsung yang berasal dari kekayaan Desa

yang dipisahkan guna mengelola aset, j{asa
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pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-

i
besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

25. Badan Usaha WMilik AntarDesa selanjutnya

disebut BUMDesa bersama merupakan badan

usaha yang seluruh atau sebagian besar

modalnya dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih

untuk kerja sama antar-Desa dan pelayanan

usaha antar-Desa melalui penyertaan secara

langsung yang berasal dari kekayaan Desa

yang dipisahkan guna mengelola aset, j

asa

pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

26. Gelar TTG adalah ajang promosi dan atau uji

terap hasil inovasi atau pengembangan TTG

. . : . l
darl masyarakat dan atau instansi/lembaga

pemerintah dan swasta dengan maksud un

t|uk

mempercepat penyampaian atau difusi

teknologi spesifik lokasi kepada pengguna.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN"
Pasal 2

|

|
1
f 1
i

|

]
Maksud ditetapkanya Peraturan Bupati adalah

|
sebagai upaya optimalisasi sumber daya alam desa,

memajukan ekonomi desa, penguatan kapabilitas

masyarakat, dan peningkatan partisipasi

masyarakat dengan mendorong pembentukan,

pengembangan dan penguatan posyantek.

Pasgal 3

Pengembangan dan penerapan téknologi tepat

guna dalam pengelclaan sumber daya alam d
bertujuan: '

esa

1

a. mendavagunakan sumber dava alam vane



A

Sasaran pengembangan dan penerapan teknologi
tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alaJ(n
Desa meliputi:

a.

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati fm

meliputi: 1
a. hak dan kewajiban; _ l
b. pengelolaan sumber daya alam Desa; :

C.

-10-

Kesatuan Republik Indonesia;

mewujudkan pemanfaatan sumber daya
alam yang menjamin keadilan antargenerasi
dan intragenerasi,

mewujudkan kesejahteraan masyaraké.t
yang merata berdasarkan prinsip
kebersamaan untuk mencegah terjadinya
kesenjangan ekonomi, konflik sosial dan
budaya;

mewujudkan perlindungan fungsi sumber daya
alam; dan BN

mewujudkan perlindungan hukum bagl
masyarakat Desa dalam pengelolaan sumber

daya alam desa.

Pasal 4

masyarakat miskin, penganggufan, putus
sekolah, dan penyandang disabilitas;
masyarakat yang memiliki usaha mikro
kecil dan -menengah;
pengelola posyantek Desa dan pbsyantek
antardesa;

inventor TTG; dan

kelompok masyarakat {ainnya.

Pasal 5

kewenanean nensoelnlaan-:
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guna Desa;

pemasayarakatan teknologi tepat guna;
lembaga pelayanan teknologi tepat guna;
mekanisme;

pembinaan dan pengendalian;

pendanaan; dan

pelaporan.
BAB III
HAK'DAN KEWAJIBAN
Pasal 6

Pengembangan dan penerapan teknologi tepat

guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa

setiap orang/masyarakat berhak:

a.

(1)

(2)

mengelola sumber daya alam Desa yang
ramah lingkungan;

memperoleh akses yang seimbang; dan
memperoleh perlakuan yang adil dalam’

pengelolaan dan atau pemanfaatannya.

Pasal 7

Masyarakat yang I_tinggal di wilayah kegiatain
dan atau sekitar 'wilayah pengelolaan
sumber daya alam dan berpotensi_' terkena
dampak berhak menyampaikan pendapz_la.t
berdasarkan informasi yang diperolehnya

Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang dilakukan secara bebas dan ﬂsukarella
disampaikan dalam proses perumusan
kebijakan dan perizinan. '

Pasal 8

Dalam nencgelnlaan sumber dava alam setian orane
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- a. memelihara dan melestarikan sumber daya
|
|
b. memberikan informasi yang menyangkut

alam;

kepentingan umum; .

c. mencegah terjadinya penurunan Kkualitas
sumber daya alam,;

d. menanggulangi dan memulihkan kerusakan
sumber daya alam/lingkungan;

e. meningkatkan efisienst pemanfaatan sumber
daya alam; dan

f. menggunakan teknologi tepat guna yang
ramah lingkungan.

BAB IV
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA
Pasal 9

Pengelolaan sumber daya alam Desa dipergunakan

untuk dimanfaatkan dan didayagunakan sebagai
komoditas ekonomi dengan memperhatikan
keberlanjutan. | '

Pasal 10

Pengembangan dan penerapan teknologi tepat
guna dalam pengelolaan sumber daya alam Delsa
dilakukan Dberdasarkan rencana pengelolaan
sumber daya alam yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah maupun Pemerintah Daerah. -

Pasal 11

Pengelolaan sumber daya alam Desa melalui

penerapan teknologi tepat guna untuk: -

a. meningkatkan pendapatan masyarakat; -

bh. membuka lapangan keria: i
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d. meningkatkan pendapa‘tan pemerintah desa;

dan .
e. meningkatkan nilai tambah produk. I
BAB V
KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 12

(1) Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan
dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi
kesejahteraan rakyat.

(2) Untuk menjamin pemanfaatan sumber
daya alam sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pemerintah berwenang:

a, mengatur penataan, peruntukan,
penggunaarn, penyediaan, dan
pemanfaatan kembali sumber daya alam;

b. menetapkan hubungan hukum antara
seorang, kelompok'orang, masyarakat adat
atau pemerintah desa dengan sumber daya
alam; dan

¢. .melakukan tindaken nyata dalam upaj,qal
pelestarian dan pencadangan sumber daya

1

alam.

Pasal 13

(1) Selain kewenangan pengelolaan sumber daya
alam yang telah diatur oleh peraturanl
perundang-undangan sebagai kewenangan
pemerintah daerah, pengelolaan sumber daya
alam dilakukan oleh masing-masing
Kementerian /Lembaga/Instansi . sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya. :

(2) Wewenang Kementerian/ Lembaga/ instansi
sebagaimana dimaksud pada ' ayat (=1)!,
ditetapken berdasarkan kriteria: o
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b. jenis dan kuantitas sumber daya alam yazig

dimanfaatkan; |
¢. besarnya modal dan teknologi yan:g
digunakan;
d. penggunaan sumber daya manusia;
e. besaran dan persebaran dampak;
f. nilai eksternalitas; dan

g. aksesibilitas.

BAB VI
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA DESA
Bagian Kesatu
Pengembangan Teknplogi Tepat Guna
Pasal 14

Pengembangan TTG dilakukan melalui kegiatan
antara lain:

a&. penelusuran;

b. pemetaan;

c. pengkajian;

d. pendokumentasian;
e. pelindungan; dan

f. pemasaran.

Pasal 15

(1) Penelusuran sebagaimana dimaksudl dalam

Pasal 14 huruf a meliputi identifikasi,

verifikasi, dan validasi secara langsung atau -
tidak langsung dapat dilakukan melalui
penyelenggaraan lomba inovasi TTG. | e
(2) Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf b, meliputi:
a. pemetaan TTG eksisting ' dilakukan

melalui observasi, wawancara, survei,
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TTG yang telah dimanfaatkan oleh

|
b. pemetaan potensi sumber daya Iokal

masyarakat;

dilakukan melalui identifikasi, verifikasi,
dan validasi sumber daya alam dan
sumber daya manusia dengap
memprioritaskan lima aspek pemanfaatalp
TTG (penyediaan/pengoclahan pangaﬁ,
pemanfaatan energi baru dan terbarukan,
penyediaan - dan pemeliharaan
infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan
kemampuan ekonomi) yang dilakukan
secara partisipatif melalui observasi,
wawancara, survei, pengumpulan data
dan informasi terkait lainnya; dan _
¢. pemetaan kebutuhan TTG dilakukani

melalui analisis TTG eksisting da'n'

ketersediaan potensi sumber daya alam.

(3) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf ¢ dilakukan terhadap has!il*
penelusuran inovasi teknologi dan 'sumb(-lli,r-'
daya lokal untuk pengembangan da'nl
penyemputrnaan hasil temuan/invensi TTG
serta pengembangan produk unggulan. :

(4) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud’
dalam Pasal 14 huruf d dilakukan melahl.li,
pengumpulan, pemilahan dan pemili]':lan,
pengolahan, penetapan  identitas dan
penyimpanan data/informasi yang terkait TTG
dan atau sumber daya lokal.

(5) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf e dilakukan:

a. memfasilitasi pengajuan sampai dengan
diterbitkannya sertifikat Hak Kekayaan
Intelektual, Hak Paten Sederhana da‘.n:



Ll

(6)

Penerapan TTG dilakukan melalui kegiatan:
a. perekayasaan TTG; dan | '

h. pendayagunaan TTG.

(1)

16 |
Indonesia terhadap temuan/invensi akar
rumput; dan . !

b. Kementerian, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah  Kabupaten  memfasilitasi
perlindungan hukum terhadap hasil
temuan/inovasi akar rumput.

Pemasaran sebagajm‘ana dimaksud dalam

Pasal 14 huruf f dilakukan melalui fasilitasi

jaringan  pasar/pemasaran dan  akses

modal/permodalan.

Bagian Kedua
Penerapan Teknologi Tepat Guna
Pasal 16

Pasal 17

Perekayasaan TTG sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 huruf a dilakukan melalui
kegiatan dalam bentuk desain dan rancang
bangun untuk meng‘hasilkan nilai, produk,
dan/atau proses produksi .' dengan
mempertimbangkan keterpaduan sudut
pandang dan/atau konteks teknikal,
fungsional, bisnis, sosial budaya, dajan
estetika; ‘ _ !

Pendayagunaan TTG sebagaimana dimakm;ld
dalam Pasal 16 huruf b dilakukan melalui

pemasyarakatan TTG. i
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BAB VII

PEMASYARAKATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

(1)

(2)

(2)

Pasal 18

Pemasyarakatan TTG dimaksudkan untuk
menyebarluaskan TTG kepada masyarakat
agar dapat dipahami, diterapkan dan
dikembangkan.

Pemasyarakatan TTG dilakukan melalui

kegiatan:

a. Gelar TTG;

b. Proyek percontohan (pilot project);

c. Fasilitasi proses inkubasi;

d. Komunikasi, informasi, publikasi TTG;

e. Edukasi TTG; dan/atau

f. Pembentukan lembaga/pos pelayanan TTG.

Pasal 19

Gelar TTG sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan melallui

kegiatan:

a, Pameran TTG;

b. Lokakarya TTG;

c. Temu inventor/inovator TTG dan/atau
investor;

Forum komunikasi Posyantek;

Publikasi; dan : :

d

e. Widyvawisata teknologi;

f,

g. FPestival/pameran potensi desa.

Gelar TTG sebagaimana dimaksud pac|ia

ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai

dari tingkat kabupaten, provinsi sampai
!

tingkat nasional.
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Pasal 20

Proyek percontohan (Pilot Project] sebagaimana
dimaksud dalamm Pasal 18 ayat (2) huruf b,
dirancang sebagai pengujian atau uji coba untuk
menunjukkan keefektifan suatu pelaksanaan
pregram dan mengetahui dampak pelaksanaan

program,
Pasal 21

Fasilitasi Proses Inkubasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (2) huruf ¢, dilakukan melalui
penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha,
baik manajemen maupun teknologi/alat ba;gi
Inovator, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah u.ntu\.k
meningkatkan dan 'mengembangkan kegiatanl
usahanya dan atau pengembangan produk baru
agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang
tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing
dalam jangka waktu tertentu, untuk itu desa — desa
perlu melakukan penganggaran kegiatan teknolo]gi
sesual potensi masing — masing yang bersumber daf.ri.
alokasi dana desa dan sumber dana - dana lainnya

yang relevan dengan kegiatan telmologi dimaksud.[

Pasal 22

Komunikasi informasi dan publikasi TT|G

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat []-2)
|

huruf d, bertujuan untuk menstimulir, meluaskan

, |
dan mendorong pengembangan dan pemanfaatan

TTG.
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Pasal 23

Edukasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (2) huruf e, bertujuan untuk
mempengaruhi menumbuhkan kesadaran dan
membantu meningkatkan pengetahuan,
keterampilan dalam hal pengembangan dan
pemanfaatan TTG.

' Pasal 24

Lembaga/pos pelayanan TTG  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f
bertujuan untuk percepatan/akselerasi proses alih
teknologi kepada masyarakat Desa sehingga harus
dibentuk disetiap desa dan/atau kecamatan untuk

optimalisasi dan pendayagunaan sumber daya

alam.
BAB VIII :
LEMBAGA PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
Pasal 25

Lembaga Pelayanan TTG terdiri atas :

a. Posyantek antar desa yang berkedudukan di]
. I

]
t
[ -

kecamatan; dan

b, Posyantek desa yang berkedudukan. di desa.

Pasal 26

(1) Pembentukan .Posyantek antar desa -
sebagaimana dimaks{ld dalam Pasal 25 huruf
a yang berkedudukan di kecamatan dengan
Keputusan Bupatfi. | i |

(2) Pembentukan Posyantek didesa sebégaimmié_

dimaksud dalam Pasal 25 huruf b ditetapkan

s T i Tr 1 — I




(3)
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Pembentukan Posyantek antar desa da.ﬁ
Posyantek desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 huruf a dan huruf b selanjutnya
didaftarkan pada Organisasi Perangkat
Daerah yang menangani bidang politik dalam
negeri Kabupaten guna memperoleh Surat
Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh

Bupati.

Pasal ‘27

Posyantek antardesa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 huruf a mempunyai fungsi:

a.

(1)

Koordinasi dan perkumpulan Posyantek desa;
dan
Pendampingan dan fasilitasi pengelolaan

Posyantek desa.

Pasal 23

Posyantek antardesa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 huruf a mempunyai tugas:
a. Menyusun program dan rencana kerja
pengelolaan Posyantek antardesa;' T
b. Memberikan pelayanan teknis, informasi
dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
c. Memfasilitasi podyantek desa dalam
menganalisis dan mendesain
pengembangan dan kebutuhan TTG;
d. Menjembatani masyarakat sebagai
pengguna TTG dengan sumber TTG;

e. Memoctivasi penerapan TTG di masyarakat; ’
Memberikan layanan konsultasi da.n:
pendampingan kepeda masyarakat dalam
penerapan TTG;

L - -



(2)

(2)

(3)
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?

pemasaran produk pengembangan dan

pemaﬁfaatan TTG hasil dari posyanték

desa; dan |

h. Menyusun laporan pengelolaan posyantek.

Posyantek desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 25 huruf b mempunyai tugas:

a. Menyusun program dan rencana kerja
pengelolaan Posyantek desa; !

b. Memberikan pelayanan teknis, informasi
dan promosi jenis/spesifikasi TTG;

c. Memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan
pengkajian TTG;

d. Menjembatani masyarakat sebagai
pengguna TTG dengan sumber TTG;

e. Memotivasi penerapan TTG di masyarakai!.;

f. Memberikan layanan konsultasi dan
pendampingan kepada masyarakat dalamr
penerapan TTG;

g. Memfaéilitasi penerapan TTG; dan

h. Menyusun laporan pengelolaan Posyantek

desa.

Pasal 29

Pengurus Posyantek antar desa dibentuk .
berdasarkan hasil musyawarah para utusan
inovator TTG dan Posyantek desa berasal dari
desa yang berada dalam satu wilayah
kecamatan. |
Pengurus Posyantek  desa dibentuj;k“
berdasarkan hasil musyawarah perwakila'n
pelaku /pemanfaat TTG dan kelembagaan
masyarakat di desa.

Pengurus Posyantek antardesa dan Posyantek‘

desa tidalk boleh berasal dari unsur Pegaw'ai.



(4)

(6)

Unit usaha yang selama ini dikelola oleh Wartelk'
atau Posyantek dapat menjadi bagian unit
BUMDesa atau BUMDesa Bersama.

(1)

(2)

224

1
t

Pengurus Posyantek antardesa dan posyante;c
desa tidak boleh berasal dari unsur
partisipan  atau ‘pengurus organisaéi
politik/partai politik.

Jumlah dan susunan pengurus posyantek
antardesa dan posyantek Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari ketua,
sekretaris, bendahara, seksi pengembangan
dan seksi pelayanan atau disesuaikan dengan
kebutuhan.

Masa bakti kepengurusan dalam satu periode
paling lama 3 (tiga) tahun yang diatur dalam
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Posyantek antardesa dan/ ataruﬁ
Posyantek desa.

Pasal 30

BAB IX
MEKANISME
Pasal 31

Pengembangan dan penerapan teknologi tepat.
guna dalam pengelolaan sumber daya alam
Desa secara nasional dilaksanakan oleh
Kementerian.

Pengembangan dan penerapan tel'mol'ogi tepat: )
guna dalam pengelolaan sumber daya alat _
Desa di provinsi dilaksanakan Olt':’l,h'
Pemerintah Provinsi. BT



i
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\ 1

|

i

guna dalam pengelolaan sumber daya alam

Desa di kabupaten dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten.

Pasal 32

(1) Kementerian, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten dalam meleksanakan
pengembangan dan penerapan teknologi
tepat guna dalam pengelolaan sumber daya
alam Desa dapat dilakukan melalui
mekanisme rapat koordinasi antar
pengambil kebijakan yang membidangi
sumber daya alam dan TTG.

(2) Rapat koordinasi  scbagaimana  yang
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan palin|g
sedikit 1 (satu kali} délam setahun.

Pasal 33 ;

(1} Kementerian, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten dalam melaksanaka{n
pengembangan dan penerapan teknololgi
tepat guna dalam pengelolaan sumber day!a
alam Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat {1), ayat (2) dan ayat (3} dapalat
bekerja sama dengan pihak ketiga.

(2) Pihak ketipa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari Kementerian Teknis atagu
Badan/Lembaga NonKementerian, mmbaéa
Ilmu  Pengetahuan  Indonesia, Badalrn
Pengkajian dan Penerapan 'Téknologli,
Perguruan Tinggi, Badan Usaha Mililk‘
Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Sekola'h'
Menengah  Kejuruan, Pihak SW&SLL.,:

Pengusaha dan Lembaga Swadava Masvarakat.
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Pasal 34 '
(1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dala;n
Pasal 33 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan
prinsip :
Efisiensi;
Efektivitas;

Sinergi;

Kesepakatan bersama;

Itikad baik;

Mengutamakan kepentingan nasional dan
keutuhan wilaye;.h negara kesatuan

a
b
c
d. Saling menguntungkan;
e
f,
g

republik indonesia;
h. Persamaan kedudukan;
i. Transparansi,;
j.  Keadilan; dan
k. Kepastian hukum.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada aylaf

(1) dibuat dalam perjanjian kerja sama yang

paling sedikit memuat:

a. Subjek kerja sama;

b. Objek kerja sama;

c. Ruang lingkup ketja sama;

d. Hak dan kewajiban para pihak;
e. Jangka waktu kerja sama;

f. Pengakhiran kerja sama;

g. Keadaan memaksa; dan

h. Penyelesaian perselisihan.

(3) Dalam perjanjian kerjasama sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) memuat pengalihan
TTG dari sumber teknologi - ke_pa?ia

masyarakat.



(3)

(2)

95

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 35

Menteri  melakukan  pembinaan  dan
pengendalian dalam penyelenggaraan
pengembangan dan penerapan teknologi tepat
guna dalam pengelolaan sumber daya alam
Desa. '

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi pemberian pedoman,
bimbingan, pelatihan, arahan, penghargaan,
dan/atau supervisi.

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada

I
ayat (1) meliputi monitoring dan/atau evaluasi.
Pasal 36

Pembinaan dan pengendalian sebagaimana‘
dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh
Menteri, Gubernur dan Bupati.
Pembinaan dan pengendalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:

a, Menteri melakukan pembinaan dan

pengendalian kebijakan pengembangafn
dan penerapan teknologi tepat gur'|Le{
dalam pengelolaan sumber daya alam

Desa yang dilaksanakan Gubernur,

b. Direktur Jenderal Pembangunan dan |

dan/atau Bupati;

Pemberdayaan Masyarakat Desa
melakukan . pembinaan " dan
pengendalian teknis; |
¢. Gubernur melakukan pembinaan dan
pengendalian kebijakan pen'gembangsfn:

dan penerapan teknologi tepat guna
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Desa yang dilaksanakan oleh Bupati;

d. Bupati melakukan pembinaan dan
pengendalian  terhadap pelaksanaail
pengembangan dan penerapan teknologi
tepat guna dalam pengelolaan sumber daya
alam Desa; dan

e. Camat atau sebutan lain melakukan
pembinaan dan pengendalian terhadap
pelaksanaan pengembangan dan
penerapan teknologi tepat guna dalam
pengelolaan sumber daya alam Desa di
tingkat kecamatan.

(3) Ketentuan Ilebih lanjut mengenai pedoman
penvelenggaraan pengembangan dan
penerapan teknologi tepat guna dalalinl
pengelolaan sumber daya alam Desa d.iatullr
dengan  Keputusan  Direktur Jenders%d.
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa.

Pasal 37

Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 digunakan sebagai bahaln
evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan dan

|
kebijjakan pengembangan dan penerapan teknologi

l
tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam

Desa.

BAB XI
PENDANAAN
Pasal 38 | co

(1) Segala pendanaan yang terkait denganE

pengembangan dan penerapan' teknologi
: I

I



(2)

(3)

07

alam Desa bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa/Dana Desa serta sumber-
sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
Pendanaan yang diperlukan untuk
penyelenggaraan pengembangan dan
penerapan teknologi tepat guna. dalam
pengelolaan sumber daya alam desa
dibebankan kepada:
a. Anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah
provinsi,
c. Anggaran pendapatan dan  belanja
daerah kabupaten; dan
d. Anggaran pehdapatan dap belanjé.

Desa/Dana Desa;

Selain pendanaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pendanaan yang diperlukan
untuk penyelenggaraan pengembangan dan
penerapan teknologi tepat guna dalam
pengelolaan sumber daya alam Desa dapat
diperoleh dari sumber lain yang sah dan tid]ak
mengikat  sesuai dengan  ketentuan

peraturan perundang-undangan, o

BAB XII
PELAPORAN
Pasal 39

Kepala Desa melaporkan pelaksanaan
pengembangan dan penerapan tel::nologi tepat
guna dalam pengelolaan sumber daya alam

i

Desa di desa kepada Bupati melalui Camat!
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Kabupaten yang  menangani bidanlg
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
melaporkan pelaksanaan pengembangan
dan penerapan tekmologi fepat guna dalam
pengelolaan sumber daya alam desa kepada
Gubemnur.

(3) Kepala Organisasi Perangkat Daerah
Provinsi yang menangani bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
melaporkan pelaksanaan pengembangan dan
penerapaﬁ teknologi tepat guna dalam
pengelolaan sumber daya alam desa kepada
Menteri u.p. Direktur Jenderal Pembangunan

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Pasal 40

Kegiatan dan format  Petunjuk Tekniis
Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat
Guna dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam De%a
yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagia{n

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII | .
KETENTUAN PERALIHAN |‘
Pasal 41 |

|

(1) Posyantek dan warung teknologi at.:—r:Lu
sebutan -lain yang telah ada sebelum

Peraturan Bupati ini berlaku tetap dapat

. |
menjalankan kegiatannya. !

(2) Posyantek dan warung teknologi atzTu

sebutan lain sebagaimana dimaksud pat.lla

ayat (1) wajib melakukan penjzesuaizim?

dengan  ketentuan Peraturan Bupati ini
paling lama 2 (dua) tahu terhitung sejak

Tlhawsm s rmsmane Thamadd Janl et el
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BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 31 Desember 2019
BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta

pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR,
ttd
EKO SANTOSO BUDIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

7 LA

H. TRIKORA IRIANTO, SE. M.Si.
Pembina Tk I Gol. IV/b
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